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ABSTRAK 
Nama  : A.Tenri Wali 
Nim  : 10500113013 
Judul : Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan Yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/Pn.Sungguminasa). 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 
anak. Pokok masalah tersebut selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sub masalah 
atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Dasar penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 
02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sungguminasa. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN 
Sungguminasa). 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Adapun sumber 
data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini 
tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer 
yang bersumber dari Hakim di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Dasar penerapan hukum pidana 
materil terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi kasus 
putusan Nomor 02/Pid.SusAnak/2014/PN.Sungguminasa) telah memenuhi unsur-
unsur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahahan 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 2) Pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa) terdapat kekeliruan karena di dalam putusan hakim 
tidak mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa dan 
penjatuhan pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa juga terdapat 
kekeliruan. 
Implikasi Penelitian yakni 1) bagi penulis yakni agar kiranya proses dan hasil 
penelitian ini dapat menambah  pengetahuan ilmiah 2) Bagi institusi yakni Agar 
kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi 
keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak 3) bagi masyarakat yakni di harapkan 
dapat bermanfaat dan dijadikan  sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan 
untuk meningkatkan  khazanah keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. 
Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru yang merupakan penerus cita-cita 
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Masa 
depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. 
Semakin baik keperibadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan bangsa 
di masa depan.   
Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan 
diperlakukan sebaik-baiknya oleh setiap orang tua, anak mempunyai hak-hak sebagai 
mahkluk sosial lainya yang harus diberikan tanpa mereka meminta, mereka 
membutuhkan perlindungan baik dari keluarga, masyarakat, dan negara. Selain itu 
anak merupakan titipan dari Tuhan yang di berikan kepada orang tua untuk dididik 
dan dilindungi sebagai penerus bangsa. Hal ini telah dijelaskan di dalam QS At-
Tahrim/66:6, yaitu: 
                    
                 
Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. (QS At-Tahrim/66:6).
1
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Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 
2009), h.34. 
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Adapun maksud dari ayat ini adalahorang tua berkewajiban untuk menjaga 
anaknya, membimbing dan memberikan kasih dan sayang kepada anak-anaknya 
sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat membahayakan diri 
sendiri maupun orang lain. 
Hal tersebut juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 
28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa: 
“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta 
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.2 
Adapun maksud dalam ayat ini adalah peran orang tua sangat dibutuhkan 
terutama dalam hal tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Karena hubungan 
antara orangtua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan 
psikologis maupun mental spiritualnya, maka semakin baik didikan yang dilakukan 
oleh orangtua maka semakin baik pula kepribadian seorang anak. 
Namun pada kenyataannya tingkat kejahatan cenderung meningkat. Hal yang 
sangat memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana 
atau yang sering disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Karena anak 
merupakan salah satu asset pembangunan yang patut di pertimbangkan dan 
diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. 
Salah satu kejahatan yang marak dilakukan oleh anak adalah kejahatan 
kesusilaan, salah satunya adalah pencabulan. Kejahatan terhadap kesusilaan diatur 
                                                             
2
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 A  pasal 28 B ayat 2. 
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dalam KUHP pada Bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari pasal 284-296 KUHP. 
Terkhusus dalam Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang perbuatanpencabulan yang 
menyatakanbahwa: 
“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum 
karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman 
penjara selama-lamanya Sembilan tahun”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai 
tindak pidana pencabulan yang dapat diancam dengan pidana paling lama 15 tahun. 
Ketentuan pidana tersebut terdapat dalam Pasal 82 : 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
3
 
Ancaman pidana tersebut berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan 
ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 
1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
4
 
Berdasarkan informasi yang dihimpun baik dari media cetak, elektronik dan 
juga observasi awal terhadap putusan hakim, anak yang berkonflik dengan hukum 
rata-rata divonis bebas ataupun lebih ringan dari tuntutan, hal ini menyebabkan 
hilangnya efek jera bagi pelaku. Padahal, sudah sepatutnya aparat penegak hukum 
                                                             
3
Republik Indonesia,“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak”, bab XII, Pasal 82. 
4
Wiyono R. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
h.188. 
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memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan melihat dari 
sisi korban yang akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan akan 
mempengaruhi masa depan korban, walaupun pelakunya adalah seorang anak 
sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam 
masyarakat, namun harus tetap memperhatikan hak-hak anak dalam menjalani proses 
persidangan. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan suatu kajian dalam bentuk 
penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-anak/2014/PN 
Sungguminasa). 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pencabulan 
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN 
Sungguminasa)”. Adapun fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak yang melakukan 
tindak pidana pencabulan di Kabupaten Gowa. 
Adapun deskripsi fokus yaitu : 
1. Tindak Pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan  sesuatu  yang oleh  peraturan perundang-undangan  dinyatakan 
sebagai perbuatan yang terlarang  dan diancam dengan pidana.
5
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Sastrawidjaja Sofjan, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan 
Peniadaan Pidana (Jakarta : CV Armico, 2008 ),  h.115. 
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2. Pencabulan atau perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik 
yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai 
dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang 
dapat merangsang nafsu seksual.
6
 
3. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
7
  
 
 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diajukan pokok permasalahan yang 
dirumuskan penyusun adalah “terdapat pencabulan yang dilakukan oleh anak.” Dari 
pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa)?  
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
(studi putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sungguminasa)?    
                                                             
6
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta : Raja Grafindo,  2008), h.80. 
7
Republik Indonesia , “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak”, bab I, Pasal 1 angka 3. 
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D. Kajian Pustaka  
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 
dengan judul penulis, sebagaiberikut: 
1. Rismanto dalam jurnal hukumnya “Penerapan Pembuktian Pengadilan 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri  Palu 
Nomor 161/Pid.B/2012/PN.PL) dalam jurnal ini membahas terkait dengan 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku pencabulan, adapun hal yang ditinjau 
dalam jurnal ini adalah penerapan hukum terhadap terpidana pelaku 
pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam hasil penelitiannya 
menjelaskan bahwa penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta 
yang terjadi di persidangan dengan rasa keadilan masyarakat. Penelitian 
dalam jurnal ini hampir sama dengan penelitian yang akanpeneliti lakukan 
namun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akanpeneliti lakukan 
terletak pada tinjauan terhadap penerapan  hukum pencabulan yang dilakukan 
oleh anak.
8
 
2. Ngawiardi dalam jurnal hukumnya “Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan  
Pencabulan Anak di Bawah Umur Di Parigi Mountong”, dalam jurnal ini 
membahas tentang  tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
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Rismanto,” Penerapan Pembuktian Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 
(Putusan Pengadilan Negeri  Palu Nomor 161/Pid.B/2012/PN.P”, Skripsi (Palu: Universitas Negeri 
Palu, 2015), h.30. 
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pencabulan dan upaya yang dilakukan dalam menangani tindak pidana 
pencabulan. Berbeda dengan yang akanpeneliti lakukan yaitu lebih mengarah 
kepada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
9
 
3. Wihdatul Hasanah dalam jurnal hukumnya ”Batas Usia Anak Dalam Tindak 
Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pengadilan Anak”, dalam 
jurnal ini membahas tentang batas usia anak dalam tindak pidana menurut 
Hukum Islam dan Undang-Undang Pengadilan Anak, namun berbeda dengan 
penelitian yang akan peneliti lakukan karena sudah menggunakan Undang-
Undang yang baru mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak atas perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak yang lebih 
menekankan kepada kesejahteraan anak.
10
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang 
ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui dasar penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa). 
                                                             
9Ngawiardi,”Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan  Pencabulan Anak di Bawah Umur Di 
Parigi Mountong”, Skripsi (Jakarta: Universitas Pembangunan  Nasional Veteran  Jakarta, 2016), h.62. 
10
Wihdatul Hasanah,” Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan 
Undang-Undang Pengadilan Anak”, skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2015), 
h.80. 
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b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
(studi putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sungguminasa). 
2. Kegunaan Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang 
pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat baik itu masyarakat biasa maupun para 
penegak hukum terkait penerapan hukum hakim terhadap tindak pidana pencabulan 
yang dilakukan oleh anak. Adapun secara detail kegunaan tersebut diantaranya 
sebagai berikut: 
a. Dapat menambah dan memperluas wawasan pembaca dibidang ilmu pengetahuan 
khususnya di bidang penegakan hukum. 
b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca dalam melihat sejauh mana pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan 
yang dilakukan oleh anak. 
c. Dapat memberikan informasi baru kepada masyarakat terkait penerapan hukum 
hakim terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana 
1. Pengertian tindak pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda 
strafbaar feit. Selain dari pada istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda dipakai 
juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, dalam bahasa 
Indonesia juga dipakai istilah delik. 
Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit itu, dalam 
Bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di temukan dalam beberapa 
buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: 
peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan yang 
dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.
1
 
Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan  atau serangkaian 
perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul 
Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang 
meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak 
pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban 
pidana.
2
 
                                                             
1
Sastrawidjaja Sofjan, Hukum Pidana Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan 
Peniadaan Pidana (Jakarta: CV Armico, 2008), h.1. 
2
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum di Indonesia (Makassar: Mitra 
Wacana Media, 2014),  h. 193. 
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Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana di 
sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 
larangan tersebut. 
Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian : 
a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 
pidana 
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan yang di timbulkan 
oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang 
menimbulkan kejadian itu 
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara 
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. 
”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang 
tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang di timbulkan 
olehnya”.3 
Beberapa pendapat pakar hukum mengenai tindak pidana, antara lain sebagai 
berikut: 
a. Menurut Simons  
Tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum 
pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
                                                             
3
Modul tim,  Modul Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa Asas-Asas hukum Pidana 
(Jakarta: Pusat Pendidikan Pelatihan Kejaksaan RI, 2008),  h.14. 
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b. Menurut Van Hamel 
Tindak pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak 
orang lain. 
c. Menurut Kanter dan Sianturi 
Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan 
tertentu, yang dilarang/diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang 
hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh 
seseorang (yang mampu bertanggung jawab). 
d. Menurut Pompe 
Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 
hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh 
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu 
demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. 
e. Menurut E.Utrecht 
 Tindak Pidana dengan isilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, 
karena peristiwa itu suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau suatu 
melalaikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena 
perbuatan atau melalaikan itu).
4
 
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan 
perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang 
mempunyai kesalahan apabila dalam waktu melakukan perbuatannya, dilihat dari segi 
masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah 
dilakukan oleh orang tersebut. 
                                                             
4
Efendi Erdianto, Hukum Pidana  Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama, 
2011), h. 21. 
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Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) 
syarat, yaitu: 
a. Dapat menginsyafi makna dari perbuatannya. 
b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam 
pergaulan masyarakat. 
c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.5 
Alasan seseorang tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang 
dilakukan, yaitu: 
a. Jika si pelaku cacat. 
b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan. 
c. Gangguan penyakit jiwa.6 
Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT 
dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut adakalanya 
berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan.
7
 
Berdasarkan dari pengertian mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang 
melanggar perintah untuk melakukan sesuatu, larangan untuk tidak melakukan 
                                                             
5
Andi Zainal Abidin, Asas-asas  Hukum Pidana Bagian Pertama (Bandung: Alumni, 2007), 
h.72. 
6
 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Jakarta: Askara Baru, 
1999), h.80. 
7
Achmad Ali, Yusril Versus Criminal Justice System (Makassar : PT. Umitoha Ukhuwah 
Grafika, 2010),  h.48. 
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sesuatu secara melawan hukum dengan kesalahan dan diberikan sanksi baik di dalam 
undang-undang maupun di dalam peraturan daerah. 
8
 
2. Unsur-unsur tindak pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).
9
 
Secara umum tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dapat diartikan 
sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, 
unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-
unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut. 
a. Unsur subjektif 
Unsur subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 
oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau 
beberapa orang).
10
 Asas hukum pidana menyatakan An act does not make a person 
guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea (tidak ada 
hukuman, kalau tidak ada kesalahan).  
Dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh 
seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa 
pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi  sebagai suatu peristiwa pidana ialah 
sebagai berikut: 
                                                             
8
Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum,  h.193. 
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 61. 
10
Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi  (Semarang: Sinar Grafika, 2005) , h. 7. 
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1) Harus ada suatu perbuatan, maksudnya adalah memang benar ada suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Perbuatan 
tersebut  merupakan suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang 
lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 
2) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan atau dijelaskan 
dalam ketentuan hukum. 
3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
orang itu dapat dibuktikan sebagai sebagai suatu perbuatan yang disalahkan 
oleh ketentuan hukum. 
4) Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan 
dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan 
dengan aturan hukum. 
5) Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya adalah perbuatan tersebut 
memiliki ancaman hukuman karena tanpa adanya ancaman hukuman maka 
pelaku perbuatan tersebut tidak perlu mendapatkan hukumannya. Contohnya 
adalah perbuatan mencuri dalam pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah.
11
 
b. Unsur Objektif 
Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia, berupa : 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
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Abdoel Jamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajwali pers, 2012), h. 175. 
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b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang 
mendiamkan atau membiarkan 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan, dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumtances) 
Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain : 
a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 
4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu.
12
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan 
1. Pengertian pencabulan 
Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti “Keji dan 
kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan) sedangkan kata 
“Kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat “Perihal Susila” atau 
“Susila” artinya : 
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Tim Modul, Asas-asas Hukum Pidana ( Jakarta: Pusdiklat, 2008), h.38. 
16 
 
a. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib; 
b. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban; 
c. pengetahuan tentang adat; 
Kata “susila” dalam Bahasa Inggris adalah moral, ethics dan decent 
diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan kesopanan, kata ethics 
diterjemahkan kesusilaan, dan kata decent di terjemahkan  kepatuhan. Jika diamati 
dengan cermat ternyata “ethics” lebih sempit dari “moral”. Moral merupakan 
pertimbangan atas baik atau tidak baik sedang etika merupakan ketentuan atau norma 
perlaku. 
Pengertian perbuatan cabul (ontuchtige handeligen) adalah segala macam 
wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada 
orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 
lainnya yang dapat merangsang nasfu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau 
menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang 
perempuan dan sebagainya.
13
 
Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian  bersetubuh. 
Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung 
pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana 
disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan 
sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sesuai dengan pendapat 
R.Soesilo. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya 
penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan 
                                                             
13
Adami Chazawi, Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan (Jakarta : Raja 
Grafindo,  2008), h.80. 
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namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul. 
Dalam pengertian persetubuhan tersebut disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat 
dikatakan suatu persetubuhan jika alat kelamin laki-laki  masuk kedalam alat kelamin 
perempuan sampai mengeluarkan air mani yang dapat mengakibatkan kehamilan. 
Dengan demikian  terlihat jelas perbedaan  antara pencabulan dan 
persetubuhan yaitu jika sesorang melakukan persetubuhan itu sudah termasuk 
perbuatan cabul sedangkan ketika seseorang melakukan perbuatan cabul, belum 
dikategorikan telah melakukan persetubuhan karena suatu perbuatan dapat 
dikategorikan  sebagai suatu persetubuhan  
Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istiah tentang 
pencabulan, yaitu : 
a. Exhibitionism : sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain 
b. Voyeuris : mencium seseorang dengan bernafsu 
c. Fonding : mengelus/ meraba alat kelamin seseorang 
d. Fellato: memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.14 
2. Ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan pencabulan 
Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara 
khusus bentuk perlindungan untuk mencegah  dan penanggulangan kejahatan 
terhadap anak-anak yaitu tentang kejahatan yang berupa kejahatan terhadap anak-
anak, khususnya dalam masalah kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak 
terdapat pada KUHP  dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
                                                             
14
 Kartini Kartono, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual (Bandung: Mandar Maju, 
1985), h. 264. 
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Tindak pidana pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP, sebagai berikut : 
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang  
untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam 
karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun” 
Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 
289 KUHP adalah unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang demikian rupa 
sehingga tak berdaya untuk menghindarinya. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian 
kekerasan sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan 
melakukan kekerasan. 
Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat 
sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain 
membiarkan dirinya untuk disetubuhi. Orang yang melakukan perbuatan cabul itu 
adalah korban yang dipaksa. Kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan tidak di 
tegaskan dalam rumusan Pasal 289, maksud yang sebenarnya adalah si pembuat yang 
memaksa. Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak di tegaskan, perbuatan cabul 
dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. 
Tindak pidana pencabuan terhadap anak diatur BUKU II KUHP Pasal 289, 
Pasal 290, Pasal 292, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295. Ketentuan tentang 
tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak juga terdapat pada Pasal 82 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang 
menentukan bahwa : 
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekeraan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
19 
 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga 
ratus ribu rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta 
rupiah)” 15 
 Jika diuraikan lebih lanjut, maka unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 82 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut : 
1. Setiap Orang  
Merupakan unsur-unsur subjektif yang berarti adanya pelaku (orang yang 
dapat bertanggung jawab) yang melakukan perbuatan yang dapat di pidana 
sesuai Pasal ini. 
2. Dengan sengaja 
Merupakan unsur subjektif yang berasal dari dalam diri si pelaku,yang mana 
si pelaku  secara sadar betul, mengerti dan menghendaki perbuatan yang ia 
lakukan 
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 
muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.  
Pada dasarnya unsur ini memiliki kemiripan dengan unsur yang disebutkan 
dalam Pasal 290 ayat (3) yakni adanya tindakan kekerasan, paksaan, serangkaian 
kebohongan dan tipu muslihat serta bujukan yang dilakukan kepada anak dengan 
maksud agar si anak mau melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh si pelaku 
4. Unsur melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. Inilah unsur 
terakhir yang mana merupakan tujuan utama dari si pelaku melakukan 
serangkaian kekerasan, bujukan, serta kebohongan terhadap anak, agar si anak 
mau dilakukan perbuatan cabul atas dirinya. 
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 Republik Indonesia ,“Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak”, bab XII, Pasal 82. 
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B. Tinjauan Umum Mengenai Pemidanaan 
1. Pengertian pemidanaan 
Pemidanaan dapat diartikan dalam tahap Penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana atau dapat juga diartikan pemidanaan itu 
berarti penghukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 
Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku 
kejahatan. Hal ini sesuai dengan asas Ulitimatum Remidium yang meletakkan sanksi 
pidana sebagai pilihan terakhir. Bagian yang dasar dalam pembahasan mengenai 
pemidaan adalah mengenai filsafat dalam pemidanaan. Atas dasar filsafat dalam 
pemidanaan inilah maka keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin 
dalam penetapan jenis pidana. Pemidanaan mempunyai 2 (dua) yaitu: 
a. Dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang , ialah yang 
menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana in abstracto); 
b. Dalam arti khusus ialah yang menyangkut  berbagai badan atau institusi  yang 
kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanski sanksi hukum pidana 
itu.
16
 
Menurut Sudarto, menyatakan bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar 
hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan 
tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga  hukum perdata. Karena tulisan ini 
berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni 
penghukuman dalam perkara pidana, kerap kali sinonim dengan  pemidanaan atau 
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pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini 
mempunyai makna sama dengan sentence atau vervoordeling.
17
 
2. Tujuan Pemidanaan 
Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikian tentang tujuan yang ingin dicapai 
dengan suatu pemidanaan, yaitu: 
a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, 
b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, 
c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan 
yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki 
lagi.
18
 
Menurut Andi Hamzah belum banyak sarjana yang membahasnya, namun 
dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, 
yaitu: 
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum dami 
pengayoman masyarakat; 
b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya 
orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat; 
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan 
kesimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; 
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.19 
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3. Teori Pemidanaan 
Bagi hakim yang bijak, ketika ia akan menarik dan menetapkan amar putusan, 
ia terlebih dahulu mempertimbangkan benar tentang manfaat apa yang akan dicapai 
dari penjatuhan pidana (jenis dan berat ringannya), baik bagi terdakwa, maupun 
masyarakat dan Negara. Dalam keadaan yang demikian teori hukum pidana dapat 
membantunya. Ketika jaksa hendak membuat tuntutan dan hakim hendak 
menjatuhkan pidana apakah berat atau ringan, seringkali bergantung pada pendirian 
mereka  mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut.
20
 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang 
banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Teori ini mengatakan bahwa setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya 
pidana kepada pelaku, secara historis tujuan pemidanaan dengan teori pembalasan 
(retributive theory).  Menurut teori ini, alasan pembenar dalam penjatuhan hukuman, 
hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat, pandangan teori 
Retributive sebagai tujuan hukum yang paling tua, hukuman hanya diperuntukkan 
bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Dalam hal ini setiap individu manusia itu 
bertanggung jawab atas setiap apa yang dilakukannya.
21
 
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu : 
- Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari 
perasaan dendam dalam kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat  
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kejahatan harus  dibalas dengan pidana yang merupakan suatu  bencana atau  
kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat 
kejahatan. 
- Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini 
kesalahan si pembuat  kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si 
pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.
22
  
b.  Teori Relatif atau Teori tujuan ( Doeltheorien) 
Teori relatif atau tujuan mencari dasar hukum pidana dalam 
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk 
prevensi terjadinya kejahatan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, teori ini 
memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, pembalasan itu 
sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melidungi 
kepentingan masyarakat.
23
 Muladi dan Barda Nawawi arief menambahkan bahwa 
“pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang 
yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu 
yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori 
tujuan(utilitarian theory)”.24 
Untuk mencapai tujuan ketertiban dalam masyarakat, maka pidana itu 
mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 
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1) Bersifat menakut-nakuti (afchrikking); 
2) Bersifat  memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3) Bersifat membinasakan (onschadelijk maken); 
 
c. Teori Gabungan ( Verenigingsthrorien) 
Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori 
tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa 
pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban 
masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah 
satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini dibagi dalam 
tiga golongan, yaitu : 
1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak 
boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat 
mempertahankan tata tertib masyarakat. 
Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah 
pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya 
kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang 
bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata 
tertib (hukum) dalam masyarakat.
25
 
Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah 
suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab 
pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh 
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sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk 
mempertahankan tata tertib hukum; 
2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, 
tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai 
dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. 
Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu 
ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada 
pelaku, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang 
dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari 
pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan 
perlindungan tata tertib masyarakat.
26
 
3) Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan 
sama. 
Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada 
umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus 
disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide 
pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara 
positif.
27
 
Penggabungan antara teori Absolute dan Relatif, kemudian dikembangkan 
oleh Muladi dengan menyebutnya dengan teori integrative, menurutnya karena 
tujuannya bersifat integrative maka perangkat tujuan pemidanaan adalah: 
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a) Pencegahan umum dan khusus; salah satu tujuan utama pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana mencegah atau mengahalangi pelaku tindak pidana tersebut 
dan juga orang lain yang mungkin punya maksud untuk melakukan kejahatan-
kejahatan semacam karenanya mencegah kejahatan lebih lanjut; 
b) Perlindungan masyarakat, sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang 
bersifat luas, karena secara fundamental ia merupkan tujuan pemidanaan. Secara 
sempit hal ini digambarkan sebgai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan 
melalui pemidanaan agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tidak 
pidana; 
c) Memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan adat 
istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam dalam perseorangan.
 28
 
 
C. Tinjauan Mengenai Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana 
1. Definisi anak 
Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun 
anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut 
tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian 
dari anak itu sendiri. 
a) Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 
memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 
ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 
(tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
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mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan 
suatu perbuatan hukum. 
b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak 
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.29 
c) Berdasarkan  Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan 
anak 
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi 
syarat sebagai berikut:
30
 
1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan 
belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan 
UU Nomor 5 tahun 1998.
31
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2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” 
dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan 
anak agar dikaitkan dengan pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “anak yang 
ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, 
bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. 
d) Berdasarkan Konvensi  Hak-Hak anak 
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan 
konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan 
belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan 
dicapai lebih awal”. 
Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of the Child), Resolusi 
Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 
tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
32
 
e) Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam 
Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian 
perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”. 
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh Undang-undang 
nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas : 
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1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3) 
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4) 
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu  parker pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).
33
 
Menurut penulis, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 
angka 2 diambil dari  ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut : 
1. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
menyebutkan : 
“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung 
jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi 
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”. 
2. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, 
menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan 
dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang 
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berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan 
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): 
Perlindungan khusus  bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: 
a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; 
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 
e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum; 
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga;dan 
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan unutk 
menghindari labelisasi.
34
 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat ketahui bahwa 
yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua 
belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-
undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun 
b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.35 
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Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut 
akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana  adalah 
mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) 
disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. 
Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, 
menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu 
perbuatan pidana.  
f) Berdasarkan hukum islam 
Menurut jumhur fuqaha berpendapat bahwa kedudukan anak laki-laki dan 
anak perempuan sama yakni tentang kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan 
telah haid serta terlihatnya kecerdasan.
36
 Imam Syafi’i mengungkapkan apabila telah 
sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki 
yang sudah ikhtilam atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 
tahun maka sudah dianggap dewasa.  
2. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana 
Anak terdapat pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan yang terdiri atas : 
 
 
                                                                                                                                                                             
35
Wiyono.R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, h.16. 
36
 Wihdatul Hasanah,” Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan 
Undang-Undang Pengadilan Anak”, skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2015), 
h.34. 
32 
 
a. Sanksi pidana 
Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan 
yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Adapun menurut Roeslan Saleh  yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah 
reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada 
pembuat delik itu. 
Menurut Van Hamel arti dari pidana menurut hukum positif adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang 
berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum 
bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah 
melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 
Menurut Simons pidana itu adalah suatu penderitaan yang oleh undang-
undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang 
dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. 
Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh 
penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu 
perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut 
kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, 
kebebasan, dan harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu 
tindak pidana. 
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Berdasarkan rumusan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana seperi 
dikemukakan oleh ketiga pakar (Van Hamel, Simons, serta Algra –Jansses) tersebut, 
lain pula halnya yang dikemukakan P.A.F. Lamintang bahwa pidana itu sebenarnya 
bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. 
Setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan pidana oleh para 
pakar di atas, berikut ini akan dikemukakan mengenai jenis-jenis dari pidana menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Mengenai jenis-jenis dari pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut : 
Pidana pokok bagi anak terdiri atas sebagai berikut : 
a. Pidana peringatan 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa pidana 
peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan 
kebebasan anak 
Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b diketahui bahwa yang dimaksud dengan 
“pidana ringan” dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak 
pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama tiga 
bulan. 
b. Pidana dengan Syarat 
 Dari Pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang nomor 
11 tahun 2012, dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana dijatuhkan 
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oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa 
pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan 
syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang 
ditetapkan dalam putusan hakim. 
1) Pembinaan di luar lembaga 
Pembinaan diluar lembaga dapat berupa: 
a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat 
pembina; 
b) Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau 
c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya 
2) Pelayanan masyarakat 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk 
mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat 
yang positif. 
3) Pengawasan 
Penjelasan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana 
pengawasan” adalah pidana yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku 
anak dalam kehidupan sehari-hari dirumah anak dan pemberian bimbingan yang 
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. 
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c. Pelatihan kerja  
Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan 
denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
37
 Penjelasan Pasal 78 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan 
kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, 
misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang 
ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.  
d. Pembinaan dalam lembaga  
Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan ditempat pelatihan kerja atau 
lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. 
Pidana pembinaan dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak 
tidak membahayakan masyarakat.  
e. Penjara 
Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut pidana pembatasan kebebasan 
diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang 
disertai dengan kekerasan. 
Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ 
(satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa. 
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Dalam  hal ini yang dimaksudkan dengan” maksimum ancaman pidana bagi 
orang dewasa” dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah 
maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai 
dengan ketentuan dalam KUHP atau undang undang lain. Adapun minimum khusus 
pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.  
Pasal 71 ayat (2) 
Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari 
tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. 
Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 2012 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewajban adat” adalah denda atau 
tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap 
menghormati harkat atau martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik 
dan mental anak.  
b. Sanksi tindakan 
Pada bab V Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyebutkan tentang 
pidana dan tindakan, yang artinya sanksi terdiri atas pidana dan tindakan dengan 
memperhatikan apa yang dimaksudkan pidana menurut pakar seperti yang telah 
dikemukakan sebelumnya. Dalam hal ini secara a contrario yang dimaksud dengan 
tindakan adalah apa yang dibebankan kepada orang yang melakukan tindakan pidana 
yang bukan merupakan penderitaan atau apa yang bukan merupakan penderitaan atau 
apa yang bukan merupakan reaksi atau delik yang bukan terwujud suatu nestapa yang 
ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
E.Utrecht mengemukakan bahwa hukuman bertujuan memberi penderitaan 
yang istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasa akibat 
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perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan lebih bersiat melindungi dan mendidik, 
lebih bersifat sosial. 
Selanjutnya E.Utrecht mengemukakan bahwa dalam praktik banyak terjadi 
perkara yang memperlihatkan bahwa perbatasan antara hukuman dan tindakan itu 
hanyalah teoretis saja dan praktis sukar untuk ditentukan. 
Sudarto mengemukakan bahwa secara tradisional dikatakan bahwa pidana 
dimaksudkan sebagai pembalasan atau pengimbalan terhadap kekalah si pembuat, 
sedangkan tindakan dimaksudkan untuk perlindungan masyarakat terhadap orang 
yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan untuk pembinaan 
dan perawatan si pembuat dengan demikian secara dogmatik pidana itu dikenakan 
kepada orang yang normal jiwanya dan orang yang mampu bertanggung jawab. 
Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang 
yang tidak mempunyai kesalahan tidak boleh dipidana. Terhadap orang ini yang telah 
melakukan tindak pidana, tersedia tindakan yang dapat dikenakan kepadanya. 
Sebenarnya dalam perkembangan hukum pidana antara kedua sanksi terebuat ada 
kekaburan. Misalnya pidana penjara pidana yang dijatuhkan kepada orang yang 
mampu bertanggung jawab dan dilaksanakan dalam suatu lembaga permasyarakatan. 
Pelaksanaan pidana tersebut jelas, bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, 
yaitu untuk mengusahakan agar si terpidana kembali kemasyarakat sebagai orang 
yang lebih baik. Jadi pidana penjara dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan. 
Tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, 
orang yang mempunyai kesalahan, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan 
secara bersama-sama kepada seorang terpidana. Sehubungan dengan adanya 
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kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara antara lain 
Denmark, tidak menggunakan istilah pidana atau tindakan dalam KUHP-nya, 
melainkan menggunakan istilah sanksi saja. 
Setelah dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan, maka 
akan dikemukakan jenis–jenis dari tindakan menurut Undang-undang nomor 11 tahun 
2012. Mengenai dari jenis-jenis dari tindakan Undang-undang nomor 11 tahun 2012, 
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak menjelaskan: 
Ayat (1): Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua atau wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
Penjelasan Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 11 tahun 2012 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan kepada seseorang” adalah 
penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan 
bertanggung jawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak; 
c. Perawatan dirumah sakit jiwa 
Penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan  bahwa tindakan ini diberikan 
kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan 
kejiwaan atau penyakit jiwa. 
d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) 
e. Kewajiaban mengikuti  pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh 
pemerintah atau badan swasta. 
f. Pencabutan surat izin mngemudi, dan/ atau 
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g. Perbaikan akibat tindak pidana 
Didalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidan Anak menjelaskan  bahwa yang 
dimaksud dengan “Perbaikan akibat tindak pidana”, misalnya memperbaiki kerusaan 
yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan 
sebelum terjadinya tindak pidana.
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Selain dalam hukum positif, pemidanaan terhadap anak dibawah umur juga 
dituangkan dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 136 Rancangan Undang-Undang 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2013 sebagai ius 
constituendum atau hukum yang berorientasi ke masa depan. Adapun macam-macam 
pidana pokok bagi anak yang tertuang dalam RUU KUHP terdiri atas: (1) Pidana 
verbal: pidana peringatan dan pidana teguran keras; (2) Pidana dengan syarat: pidana 
pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial dan pidana pengawasan; (3) Pidana 
denda; (4) Pidana pemberantasan kebebasan: pidana pembinaan di dalam lembaga, 
pidana penjara, dan pemenuhan kewajiban adat. 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pengertian putusan hakim 
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai penjabat 
Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dimuka persidangan dan 
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara 
para pihak. Yang merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara yang 
ditangani dan didasari  pada surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap 
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dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk 
didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan 
kemerdekaan).
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2.    Jenis- Jenis Putusan Hakim 
Terdapat beberapa jenis putusan diantaranya sebagai berikut: 
a. Putusan Bebas 
 Pasal 191 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika pengadilan berpendapat 
bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan 
yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa 
diputus bebas. Putusan ini biasa disebut “Vrijspraak”. 
 Kesalahan  yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti. 
Semua alat bukti yang diajukan ke persidangan baik berupa keterangan saksi, 
keterangan ahli, surat maupun petunjuk, tidak dapat membuktikan kesalahan yang 
didakwakan,artinya perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua bukti yang diajukan tidak cukup 
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan tidak terdapat 2 
(dua) alat bukti yang sah atau tidak terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan juga 
tidak terbukti merupakan penyebab dari putusan bebas dapat dijatuhkan.
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b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum 
 Pasal 191 ayat (2) KUHAP menjelaskan, jika pengadilan berpendapat bahwa 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 
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merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 
hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “onslag van recht 
vevolging”.41 
 Pada putusan lepas, sesuatu yang di dakwakan pada terdakwa cukup terbukti 
secara sah baik dari segi pembuktian menurut Undang-Undang maupun dari segi 
batas minimum yang diatur dalam Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti 
tadi tidak merupakan tindak pidana. 
c. Putusan Pemidanaan 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, jika pengadilan berpendapat bahwa 
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka 
pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pemidanaan ini bersifat menghukum 
terdakwa karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. 
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhan putusan 
a. Pertimbangan Yuridis  
Aspek “pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang 
didakwakan” merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakekatnya pada 
pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana 
yang didakwakan oleh jaksa/ penuntut umum. Dapat dikatakan lebih jauh 
bahwasanya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan 
berpengaruh besar terhadap amar/dictum putusan Hakim.  
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Lazimnya dalam praktik peradilan dalam putusan Hakim sebelum 
pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan maka Hakim 
terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan beriorentasi pada 
dimensi tentang locus dan tempus delicti, modus operandi bagaimanakah tindak 
pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai 
melakukan tindak pidana, kemudian bagaimanakah akibat langsung dan tidak 
langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya. 
Selanjutnya, setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada 
putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur dan tindak 
pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sebelum 
mempertimbangkan unsur-unsur tersebut menurut praktek lazimnya dipertimbangkan 
tentang hal-hal bersifat korelasi antar fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, 
dan unsur-unsur kesalahan terdakwa.  
Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, ada 
tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim, antara lain:  
1) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, 
terperinci, dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan 
pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.  
2) Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas 
terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi terdakwa atau 
penasihat hukum. 
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3)  Ada majelis hakim yang sama sekali tidak menanggapi dan 
mempertimbangkan  terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi 
dari terdakwa atau penasihat hukum. 
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Perihal penegasan tentang tindak pidana yang terbukti/tidak terbukti dilakukan 
oleh terdakwa sifatnya esensial. Dalam pertimbangan pada putusan Hakim, apabila 
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti, lazimnya putusan Hakim, 
redaksi dapat berupa kalimat “Menimbang bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana 
didakwakan dalam dakwaan....melanggar Pasal....telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang 
sepadan dengan perbuatanya”. 
Sedangkan apabila terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan 
tidak terbukti, haruslah ada pernyataan Hakim dalam putusan agar terdakwa 
dibebaskan dari dakwaan. Kemudian setelah mencantumkan unsur-unsur tersebut di 
atas. Lazimnya dalam praktik pada putusan Hakim selanjutnya langsung 
dipertimbangkan “hal-hal yang memberatkan” dan “hal-hal yang meringankan”. 
Kalau kita mencermati KUHP, maka adapun alasan-alasan yang meringankan 
hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa. Alasan-
alasan yang memberatkan hukum dalam KUHP adalah kedudukan sebagai sebagai 
jabatan, recidive dan samenloop. 
Alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP adalah 
terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, 
                                                             
42
Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik 
Penyusunan, dan Permasalahannya (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), h.196. 
44 
 
dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang menambah 
beratnya hukuman Di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak 
mengakui kesalahannya, perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan serta 
pernah melakukan tindak pidana. 
b. Pertimbangan Non Yuridis (Laporan Pembimbing Masyarakat) 
Dalam proses persidangan, anak sebagai peaku tindak pidana, Hakim juga 
harus mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan 
Pembimbing Kemasyarakatan hanya digunakan dalam proses persidangan yang 
menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Laporan ini berguna bagi Hakim 
guna mengenal lebih dalam pribadi anak sehingga hasil putusannya akan lebih terarah 
serta sesuai dengan kebutuhan anak. 
Pengaturan mengenai Laporan Pembimbing Kemasyarakatan terdapat pada 
pasal 56 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak : 
Pasal 56 :  
(1) Sebelum persidangan dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing 
Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan 
mengenai anak yang bersangkutan.  
(2)   Laporan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), berisi :  
a.  Data individu anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial anak,dan  
b.  Kesimpulan atau pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan.  
Sebuah laporan Pembimbing Kemasyarakatan dibuat oleh seorang petugas 
sosial (social worker) Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BIPAS) 
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dalam bentuk suatu case study (studi kasus). Gambaran mengenai keadaan si anak 
terdapat dalam studi kasus berupa:  
1. Masalah sosialnya;  
2.  Kepribadiannya;  
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya :  
a. Riwayat sejak kecilnya ; 
b. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah; 
c. Keadaan rumah tangga si anak;  
d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak;  
e. Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lainnya;  
f. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut. 43 
Data-data yang diperlukan dalam rangka pembuatan laporan Bimbingan 
Kemasyarakatan diperoleh dari keterangan si anak sendiri, orang tua anak, dan 
lingkungan sekitar anak.  
Hasil dari laporan Bimbingan Kemasyarakatan tidaklah bersifat mengingat 
Hakim tetapi merupakan suatu alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib 
diperhatikan oleh Hakim. Sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan 
perkara pidana anak di muka Pengadilan.  
Dengan keberadaan laporan Bimbingan Kemasyarakatan diharapkan Hakim 
dapat lebih mengenal pribadi anak dan mengerti kondisi sebenarnya yang dialami 
oleh anak sebagai latar belakang terjadinya suatu tindak pidana oleh anak. Sehingga 
hasil putusan dari hakim dapat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak. 
                                                             
43
 Wagiati Sutedjo. Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h.41 
46 
 
Dimana putusan hakim haruslah lebih mengedepankan pemberian bimbingan 
edukatif, disamping yang bersifat menghukum.  
Pertimbangan hakim sendiri terdiri atas dua pokok yaitu hal-hal yang 
memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah 
sesuatu yang dapat menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah 
menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang 
dapat menjadi dasar alasan bagi hakim agar pada putusannya, sanksi yang 
didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN  
   
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan 
antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
normatif sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam 
peraturan perundang-undangan ( Law in book ) atau hukum yang dikonsepsikan 
sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat 
terhadap apa yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang seharusnya 
berjalan sesuai harapan, keduanya seiring berbeda, artinya hukum dalam buku 
sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.  
Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian 
hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam 
penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode 
penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 
Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada 
di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 
2. Lokasi penelitian. 
Lokasi penelitian yang dimaksudkan adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun tempat atau lokasi penelitian 
yang dipilih penulis di Kabupaten Gowa yaitu pada Pengadilan Negeri 
Sungguminasa.  
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B. Metode Pendekatan 
1. Pendekatan Yuridis (Statute approach). 
Pendekatan yuridis yaitu suatu cara/metode yang digunakan berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang 
diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Pidana Anak 
(KUHP). 
2. Pendekatan Kasus (case approach). 
Pendekatan kasus yaitu berarti penelitian yang menekankan untuk 
dilakukannya telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 
terjadi dilapangan yaitu menganalisis suatu kasus putusan pengadilan  yang terkait 
dengan judul skripsi ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 
02/Pid.Sus-Anak/2014/Pn.Sungguminasa. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti 
buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber 
lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu : 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara 
langsung.
1
 
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. 
 
                                                             
1
Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
h.58 
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E. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap 
peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan 
terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian -
baik secara akademik maupun logikanya.
2
 
Peneliti kualitatif sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya.
3
 
Selain dari pada itu, juga diperlukan instrument penelitian berupa: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan 
data dari informan pada saat dilakukan wawancara. 
2. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi 
Kamera Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara. 
3. Alat Tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses 
penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data 
sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.  
 
 
                                                             
2
Sugiono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung: 
Alfa Beta, 2009), h. 305. 
3
Sugiono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 306.  
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F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai tekhnik pengolahan data yaitu : 
1. Reduksi data ialah proses mengubah data ke dalam pola, fokus, kategori atau 
pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.  
3. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan. 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik 
pengolahan data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka 
mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis 
konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang 
sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna. Analisis data tidak 
hanya dimulai saat sebelum dan setelah penelitian, namun dilakukan secara terus 
menerus selama peneltian berlangsung. Hal ini disertai dengan identifikasi dan 
pemilaan terkait data yang dianggap penting dan berhubungan dengan fokus 
penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang di Lakukan Oleh 
Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa 
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa ditemukan 
bahwa terdapat banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya 
yang jika digambarkan dalam bentuk tabel akan tergambar sebagai berikut: 
DATA PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA 
SEJAK TAHUN 2014 – MEI 2017 
No Jenis Tindak Pidana 
Tahun 
2014 2015 2016 01-05 
2017 
1 Pencurian 7 10 1 4 
2 Narkotika 0 1 0 0 
3 Tindak pidana senjata api atau benda tajam 0 4 0 1 
4 Kejahatan terhadapa ketertiban umum 0 0 1 1 
5 Perjudian 0 0 0 0 
6 Kejahatan terhadap nyawa 0 1 2 0 
7 Kejahatan terhadap kesusilaan 1 13 3 2 
8 Penganiayaan 0 3 0 0 
9 Penadahan 0 0 0 0 
10 Pemerasan dan pengancaman 0 0 0 0 
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11 Penggelapan 0 0 0 0 
Jumlah Setiap tahunnya 8 34 16 8 
Total 66 Kasus 
 
Sumber:data yang diolah oleh penulis 
 
 
Jika di khususkan setiap tahunnya kasus pencabulan dapat dilihat, seperti 
dibawah ini: 
 
 
 
Kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di 
wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa pasti memiliki alasan atau sebab 
tertentu kenapa seorang anak melakukan tindak pidana. Dan berdasarkan hasil 
wawancara maka faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan seperti: 
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1. Faktor adanya kesempatan 
Faktor adanya kesempatan adalah faktor utama seseorang dalam 
melakukan suatu tindak pidana, terkhusus dalam tindak pidana pencaulan. 
Seorang terpidana melakukn tindak pidana karena ruang yang memungkinkan 
terjadinya suatu hal yang tidak di inginkan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana 
pencabulan yaitu ia melakukan pencabulan, karena melihat rumah korban 
dalam keadaan kosong pada saat ia berkunjung, maka timbullah niat pelaku 
untuk melakukan tindak pidana pencabulan 
2. Faktor rendahnya pendidikan 
Pendidikan dapat mempengaruhi seseorag dengan mudahnya 
melakukan suatu tindak pidana, rendahnya tingkat pendidikan formal dalam 
diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tanpa 
memikirkan akibat dari perbuatannya.
1
 
Berdasarkan data yang dikelola oleh peneliti bahwa sebagian besar 
pelaku dari tindak pidana pencabulan adalah seorang anak yang putus sekolah 
3. Faktor Lingkungan atau Tempat Tinggal 
Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia 
lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari 
masyarakat, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh 
                                                             
1
Abd.Latif (52 Tahun). Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 23 Mei 2017. 
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dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi 
seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.
2
 
Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh faktor 
lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor 
tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana 
asusila terutama tindak pidana Pencabulan, contohnya: Keluarga yang 
hancur/broken home tentunya menyebabkan luka batin terhadap anak-
anaknya. Dan kesibukan orang tua dengan pekerjaan menjadikan anak 
terlantar dan tidak mendapat asuhan dari orang tua dengan maksimal. 
Menjadikan Pantauan orang tua dalam masa pertumbuhan dan perkembangan 
anaknya kurang, maka banyak anak-anak yang terjerumus kepada hal-hal 
yang negatif diantaranya tindak pidana pencabulan. 
4. Faktor Teknologi 
Adanya berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi 
kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh 
negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri 
kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita 
tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring 
membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta 
berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah 
                                                             
2
Amiruddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 23 maret 2017. 
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terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu 
negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.
3
 
Berdasarkan putusan nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Sungguminasa yang di 
teliti oleh penulis menyataka bahwa faktor seseorang melakukan suatu tindak pidana 
pencabulan hal ini di karenakan akses internet ataupun teknologi yang memuat 
konten negatif yang mudah untuk di temukan dapat meningkatkan nafsu seksual 
seseorang. 
5. Peranan Korban 
Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk 
melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan asusila. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Von Henting menyatakan bahwa: “ternyata korbanlah yang kerap 
kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi 
penjahat”. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang 
dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pelaku tindak pidana 
pencabulan bahwa ia terpidana melakukan pencabulan hal ini dikarenakan, korban 
menggunakan pakaian seksi (minim) sehingga timbul pelaku untuk melakukan 
pencabulan terhadap korban. 
f. Rasa Ingin Tahu 
 Remaja merupakan suatu perubahan sikap dari anak-anak menuju dewasa, 
perubahan sikap tersebut biasa di sebut dengan sifat labil seseorang. Untuk mencari 
                                                             
3
Abd.Latif (52 Tahun). Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 23 Mei 2017. 
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jati dirinya biasanya seorang anak memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan sehingga 
ingin mencoba segala hal utamanya dalam bidang seksual yang biasanya ia lihat dari 
konten-konten yang bersifat negatif. 
 
B. Dasar Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana 
Pencabulan Yang  Dilakukan Oleh Anak 
Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupa mencari dan membuktikan 
kebenaran hukum materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 
persidangan, serta memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa 
Penuntut Umum. Sebelum penulis menguraikan tentang penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa, maka perlu diketahui terlebih dahulu identitas 
terdakwa, posisi kasus, dakwaan, dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Identitas Terdakwa  
Nama lengkap  :Muh.Nurwahyu alias Wahyu 
Tempat lahir   : Maros 
Umur/tanggal lahir  : 14 tahun/19 Agustus 2000 
Jenis kelamin  : Laki-laki  
Kebangsaaan   : Indonesia  
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Tempat tinggal  : Kampung Songkolo, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan 
Bontomarannu, Kabupaten Gowa  
Agama  : Islam  
Pekerjaan  : Pelajar 
Pendidikan   : SMP (Kelas 2) 
2. Posisi Kasus 
 Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita, 
terdakwa pulang dari memperbaiki pematang sawahnya dan melihat saksi korban dan 
perempuan Hirmawati Alias Imma Binti Usman sedang bermain dikebun, saat itu 
terdakwa  menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma membawa 
handphone, sehingga timbul niat terdakwa  untuk meminjam handphone tersebut, 
setelah itu terdakwa membuka handphone tersebut, dan menemukan film porno 
tersebut yang ada dalam handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi 
korban dan perempuan Imma untuk melihat film porno tersebut, namun karena hujan 
maka mereka bertiga berteduh di bale-bale yang ada di kebun dan tetap melanjutkan 
menonton film porno tersebut, setelah itu terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk 
meniru adegan yang ada adegan yang ada dalam film porno tersebut dengan 
mengatakan “ Ayo main gocok-gocok Juwita seperti  yang di film tersebut”, dan 
menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh baring di bale-bale, 
setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban kemudian menusukkan 
jari tangan kanannya, selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan 
mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke alat kelamin   
saksi korban dengan cara mengangkang kaki saksi korban dan memasukkan alat 
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kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, perbuatan terdakwa berhenti karena 
saksi korban berteriak kesakitan dan terdakwa menutup resleting celananya serta 
meninggalkan saksi korban dan perempuan Imma di bale-bale dalam kebun. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
Primair 
Bahwa terdakwa Muh.Nurwahyu alias Wahyu, pada hari Sabtu tanggal 12April 
2014, bertempat di bale-bale dalam kebun yang terletak di Songkolo, 
Kel.Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu 
tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sungguminasa yang berwenang 
memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
terhadap saksi korban Juwita Binti Dwi Sudarto yang berumur 4 (empat) tahun, 
perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita, 
terdakwa pulang dari memperbaiki pematang sawahnya dan melihat saksi korban dan 
perempuan Hirmawati Alias Imma Binti Usman sedang bermain dikebun, saat itu 
terdakwa  menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma membawa 
handphone, sehingga timbul niat terdakwa  untuk meminjam handphone tersebut, 
setelah itu terdakwa membuka handphone tersebut, dan menemukan film porno 
tersebut yang ada dalam handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi 
korban dan perempuan Imma untuk melihat film porno tersebut, namun karena hujan 
maka mereka bertiga berteduh di bale-bale yang ada di kebun dan tetap melanjutkan 
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menonton film porno tersebut, setelah itu terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk 
meniru adegan yang ada adegan yang ada dalam film porno tersebut dengan 
mengatakan “Ayo main gocok-gocok Juwita seperti  yang di film tersebut”, dan 
menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh baring di bale-bale, 
setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban kemudian menusukkan 
jari tangan kanannya, selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan 
mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke alat kelamin   
saksi korban dengan cara mengangkang kaki saksi korban dan memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, perbuatan terdakwa berhenti karena 
saksi korban berteriak kesakitan dan terdakwa menutup resleting celananya serta 
meninggalkan saksi korban dan perempuan Imma di bale-bale dalam kebun. Adapun 
akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput 
dara, sebagaimana Visum Et Repertum No.46/IV/2014/Rumkit tertanggal 22 April 
2014 yang ditanda tangani oleh dr.Mauluddin M,Sp.F. Dokter Spesiallis Forensilk 
Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban 
Juwita Binti Dwi Sudarto pada tanggal 21 April 2014, dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
1. Tampak robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 9 dan jam 12, yang tidak 
sampai dasar; 
2. Liang Senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan; 
3. Test kehamilan hasil negatif; 
4. Korban tampak cemas, malu dan sedih saat menceritkan peristiwa yang 
dialami (mengaku telah mengalami pergesekan dengan jari tangan dan alat 
kelamin laki-laki / penis saat itu oleh lk.Muh. Nurwahyu sehingga korban 
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mengalami sakit pada daerah alat kelaminnya, dengan tempat kejadian di di 
bale-bale dalam kebun yang terletak di Songkolo, Kel.Bontomanai, Kec. 
Bontomarannu, Kab. Gowa; 
5. Korban mengaku tidak dipukul ataupun mendapat kekerasan; 
6. Fisik umum: tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat kekerasan fisik; 
Kesimpulan: 
1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berjenis kelamin 
perempuan berusia anak; 
2. Ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, dengan luka robek tidak sampai 
dasar, yang dapat sesuai akibat pergesekan dan penetrasi benda tumpul; 
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan; 
4. Korban tampak mengalami gangguna psikis akut yang dapat sesuai akibat 
trauma dengan peristiwa yang dialami (mengaku telah mengalami 
pencabulan); 
5. Secara fisik umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik; 
Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang no.11 
tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Subsidair 
 Bahwa terdakwa Muh.Nurwahyu alias Wahyu, pada hari Sabtu tanggal 12April 
2014, bertempat di bale-bale dalam kebun yang terletak di Songkolo, 
Kel.Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu 
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tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sungguminasa yang berwenang 
memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannyaatau 
dengan orang lain, terhadap saksi korban Juwita Binti Dwi Sudarto yang berumur 4 
(empat) tahun, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita, 
terdakwa pulang dari memperbaiki pematang sawahnya dan melihat saksi korban dan 
perempuan Hirmawati Alias Imma Binti Usman sedang bermain dikebun, saat itu 
terdakwa  menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma membawa 
handphone, sehingga timbul niat terdakwa  untuk meminjam handphone tersebut, 
setelah itu terdakwa membuka handphone tersebut, dan menemukan film porno 
tersebut yang ada dalam handphone tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi 
korban dan perempuan Imma untuk melihat film porno tersebut, namun karena hujan 
maka mereka bertiga berteduh di bale-bale yang ada di kebun dan tetap melanjutkan 
menonton film porno tersebut, setelah itu terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk 
meniru adegan yang ada adegan yang ada dalam film porno tersebut dengan 
mengatakan “ Ayo main gocok-gocok Juwita seperti  yang di film tersebut”, dan 
menyuruh saksi korban untuk membuka celananya dan menyuruh baring di bale-bale, 
setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban kemudian menusukkan 
jari tangan kanannya, selanjutnya terdakwa membuka resleting celananya dan 
mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke alat kelamin   
saksi korban dengan cara mengangkang kaki saksi korban dan memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, perbuatan terdakwa berhenti karena 
saksi korban berteriak kesakitan dan terdakwa menutup resleting celananya serta 
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meninggalkan saksi korban dan perempuan Imma di bale-bale dalam kebun. Adapun 
akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput 
dara, sebagaimana Visum Et Repertum No.46/IV/2014/Rumkit tertanggal 22 April 
2014 yang ditanda tangani oleh dr.Mauluddin M,Sp.F. Dokter Spesiallis Forensilk 
Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban 
Juwita Binti Dwi Sudarto pada tanggal 21 April 2014.dengan hasil pemeriksaan 
sebagai berikut : 
1. Tampak robekan pada selaput dara (hymen) arah jam 9 dan jam 12, yang tidak 
sampai dasar; 
2. Liang Senggama (introitus vaginae) tidak ada kelainan; 
3. Test kehamilan hasil negatif; 
4. Korban tampak cemas, malu dan sedih saat menceritkan peristiwa yang dialami 
(mengaku telah mengalami pergesekan dengan jari tangan dan alat kelamin laki-
laki / penis saat itu oleh lk.Muh. Nurwahyu sehingga korban mengalami sakit 
pada daerah alat kelaminnya, dengan tempat kejadian di di bale-bale dalam kebun 
yang terletak di Songkolo, Kel.Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa; 
5. Korban mengaku tidak dipukul ataupun mendapat kekerasan; 
6. Fisik umum: tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan akibat kekerasan fisik; 
Kesimpulan: 
1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berjenis kelamin 
perempuan berusia anak; 
2. Ditemukan selaput dara sudah tidak utuh, dengan luka robek tidak sampai dasar, 
yang dapat sesuai akibat pergesekan dan penetrasi benda tumpul; 
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3. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan; 
4. Korban tampak mengalami gangguna psikis akut yang dapat sesuai akibat trauma 
dengan peristiwa yang dialami (mengaku telah mengalami pencabulan); 
5. Secara fisik umum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik; 
 Perbuatan terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU 
RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang no.11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
4.  Tuntutan Penuntut Umum 
Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang ada di 
persidangan, maka unsur-unsur yang terpenuhi dalam Pasal 82 Undang-Undang tahun 
35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang 
Perlindungan Anak, sebagai berikut: 
a. Unsur setiap orang: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama 
dengan “barang siapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat 
mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah 
sumpah dipersidangan, keterangan Anak itu sendiri dan petunjuk, bahwa benar anak 
bernama Wahyu alias Nur Wahyu adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. 
Anak tersebut pada saat perbuatan dilakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 
2014 ternyata belum berusia 18 (delapan belas) tahun.Sebagaimana fotocopy kutipan 
akta kelahiran yang diperhadapkan di persidangantelah bersesuaian. 
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b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk; 
Berdasarkan fakta hukum bahwa awal kejadian saat itu Anak Pelaku pulang dari 
memperbaiki pematang sawahnya dan melihat Anak Korban dan perempuan 
Hirnawati alias Imma Binti Usman  sedang main dikebun, kemudian Anak Pelaku 
menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma membawa handphone tersebut, 
sehingga timbul niat Anak Pelaku untuk meminjam handphone tersebut. Setelah 
Anak Pelaku membuka handphone ia menemukan film porno yang ada dalam 
handphone dan menontonnya bersama-sama dengan Anak Korban dan perempuan 
Imma. Setelah menonton film porno tersebut Anak Pelaku mengajak Anak Korban 
untuk meniru adegan yang ada dalam film porno itu dengan mengatakan “ ayo main 
gocok-gocok Juwita seperti yang ada dalam film tersebut”, dan menyuruh Anak 
Korban untuk membuka celananya dan menyuruh untuk baring di bale-bale, setelah 
itu Anak Pelaku meraba-raba alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan jari 
tangan kanannya, selanjutnya Anak Pelaku membuka resleting celananya dan 
mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke alat kelamin 
Anak korban dengan cara mengangkang kaki Anak Korban dan memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, perbuatan Anak Pelaku berhenti 
karena Anak Korban berteriak kesakitan dan Anak Pelaku menutup resleting 
celananya serta meninggalkan Anak Korban dan perempuan Imma di bale-bale dalam 
kebun; 
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berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan sengaja melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk” telah terpenuhi menurut hukum yaitu 
dalam kategori sebagai “membujuk”; 
c. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
terhadap anak; 
Berdasarkan fakta hukum bahwa setelah menonton film porno tersebut Anak Pelaku 
mengajak Anak Korban untuk meniru adegan yang ada dalam film porno itu dengan 
mengatakan “ ayo main gocok-gocok Juwita seperti yang ada dalam film tersebut”, 
dan menyuuh Anak Korban untuk membuka celananya dan menyuruh untuk baring di 
bale-bale, setelah itu Anak Pelaku meraba-raba alat kelamin Anak Korban kemudian 
memasukkan jari tangan kanannya, selanjutnya Anak Pelaku membuka resleting 
celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke 
alat kelamin Anak korban dengan cara mengangkang kaki Anak Korban dan 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, perbuatan Anak 
Pelaku berhenti karena Anak Korban berteriak kesakitan dan Anak Pelaku menutup 
resleting celananya serta meninggalkan Anak Korban dan perempuan Imma di bale-
bale dalam kebun. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban 
mengalami robekan pada selaput dara, sebagaimana Visum Et Repertum 
No.46/IV/2014/Rumkit tertanggal 22 April 2014 yang ditanda tangani oleh 
dr.Mauluddin M,Sp.F. Dokter Spesiallis Forensilk Rumah Sakit Bayangkara yang 
telah melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban Juwita Binti Dwi Sudarto pada 
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tanggal 21 April 2014. Adapun Anak Korban bernama Juwita Binti Dwi Sudarto pada 
saat kejadian baru berumur 4 (empat) tahun; 
Tuntutan jaksa penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa MUH.NURWAHYU Alias WAHYU bersalah 
melakukan tindak pidana”dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau 
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul”, dalam dakwaan primair Jaksa penuntut umum dalam Pasal 82 
Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Undang-
undang no.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.NURWAHYU Alias WAHYU 
dengan pidana  penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa 
di tahan; 
3. Menetapkan agar barang bukti berupa: 
a) 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bergambarkan kartun perempuan; 
b) 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna pink; 
Semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Juwita Binti Dwi 
Sudarto; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua 
ribu rupiah); 
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5.  Amar Putusan 
Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka 
sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan hal-hal 
yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan penghapus pidana, dimana dalam kasus ini 
berdasarkan fakta-fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan 
pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana sebagaimana ditentukn dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya si Anak harus 
dijatuhi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu. 
Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 
atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 
Undang-undang nonor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain 
yang sangkutan: 
    Mengadili : 
1. Menyatakan Anak yang bernama Wahyu alias Muh.Nurwahyu terbukti dengan 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja 
membujuk anak untuk berbuat cabul”. 
2. Menjatuhkan pidana pengawasan kepada Anak yang bernama Wahyu alias 
Nurwahyu untuk ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum, selama 1 
(satu) tahun serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tertentu; 
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3. Menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda oleh karena itu 
selama 6 (enam) bulan yang tepat dan bidangnya dikoordinasikan oleh Penuntut 
Umum dan Pembimbingan Kemasyarakatan sesuai dengan minat dan bakat Anak; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna pink 
bergambarkan kartun perempuan dan 1 (satu)  lembar celana kaos panjang warna 
pink milik Anak Korban dirampas untuk dimusnahkan; 
5. Membebankan kepada orang tua Anak tersebut untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
1. Pertimbangan Hukum Hakim  
Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada pendakwaan JaksaPenuntut 
Umum, alat bukti yang sah dan syarat subyektif dan obyektif seseorang dapat 
dipidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan 
mengadili perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sgm ini, setelah mendengar 
keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat, 
disimpulkan bahwaantara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan 
berhubungan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan 
yaitu sebagai berikut: 
a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa 
pulang dari memperbaiki pematang sawahnya dan melihat saksi korban dan 
perempuan Hirmawati Alias Imma Binti Usman sedang bermain dikebun. 
69 
 
b. Bahwa saat itu terdakwa  menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma 
membawa handphone, sehingga timbul niat terdakwa  untuk meminjam 
handphone tersebut. 
c. Bahwa setelah itu terdakwa membuka handphone tersebut, dan menemukan film 
porno tersebut yang ada dalam handphone tersebut. 
d. Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban dan perempuan Imma untuk 
melihat film porno tersebut, namun karena hujan maka mereka bertiga berteduh di 
bale-bale yang ada di kebun dan tetap melanjutkan menonton film porno tersebut. 
e. Bahwa setelah itu terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk meniru adegan 
yang ada adegan yang ada dalam film porno tersebut dengan mengatakan “ Ayo 
main gocok-gocok Juwita seperti  yang di film tersebut”, dan menyuruh saksi 
korban untuk membuka celananya dan menyuruh baring di bale-bale. 
f. Bahwa setelah itu terdakwa meraba-raba alat kelamin saksi korban kemudian 
menusukkan jari tangan kanannya, selanjutnya terdakwa membuka resleting 
celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan 
mengarahkan ke alat kelamin   saksi korban dengan cara mengangkang kaki saksi 
korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, 
perbuatan terdakwa berhenti karena saksi korban berteriak kesakitan dan 
terdakwa menutup resleting celananya serta meninggalkan saksi korban dan 
perempuan Imma di bale-bale dalam kebun. 
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pada tindak pidana 
pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sgm, berdasarkan beberapa pertimbangan. Majelis Hakim memeriksa 
dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca 
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surat dakwaan tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim 
belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa 
berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sgm adalah: 
a. Majelis Hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukanoleh Jaksa 
Penuntut Umum 
b. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi yaitu: saksi korban 
Juwita Binti Dwi Sudarto, saksi Dwi Sudarto, saksi Hasnaf Dg.Pajja dan Saksi 
Bacce Dg.Ratu  
c. Majelis hakim mempertimbangkan Keterangan terdakwa yaitu: Wahyu alias 
Muh.Nurwahyu 
d. Adanya suatu alat bukti surat yang dibacakan pada prosespemeriksaan yaitu 
Visum Et Repertum dari Rumah SakitBhayangkara Makassar pada tanggal 22 
April 2014 yangditandatangani oleh Visum Et Repertum No.46/IV/2014/Rumkit 
yang ditandatangani oleh dr.Mauluddin M,Sp.F. Dokter Spesiallis Forensilk 
Rumah Sakit Bayangkara 
Majelis hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa dan alat bukti suratyang diajukan di depan persidangan, karena 
persesuaiannya antara satu sama lain, hakim telah memperoleh petunjuk yang satu 
sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup mengenai 
perbuatan terdakwa. 
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Majelis hakim menimbang bahwa anak tersebut dihadapkan dipersidangkan 
dengan dakwaan subsidaritas, yaitu primair: melanggar Pasal 82 Undang-undang  
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-
undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) 82 Undang-undang  Republik 
Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang 
Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Oleh 
karenanya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan primair terlebih dahulu; 
Selain alat bukti, hakim juga melihat pertimbangan yuridis. Adapun 
pertimbangan yuridis hakim yaitu unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di 
persidangan: 
a. Unsur setiap orang: 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama 
dengan “barang siapa”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat 
mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah 
sumpah dipersidangan, keterangan Anak itu sendiri dan petunjuk, bahwa benar anak 
bernama Wahyu alias Nur Wahyu adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. 
Anak tersebut pada saat perbuatan dilakukan yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 April 
2014 ternyata belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sebagaimana foto copy 
kutipan akta kelahiran yang diperhadapkan di persidangan telah bersesuaian. 
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Menimbang bahwa dengan demikian karena perbuatan dilakukan oleh Anak 
Pelaku yang umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan pada saat perkara 
dilimpahkan anak tersebut belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun maka 
unsur “setiap orang” tersebut telah dapat dipenuhi menurut Sistem Peradilan Pidana 
Anak. 
b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk; 
Menimbang bahwa Undang-undang Perlindungan Anak tidak memberikan 
penjelasan  lebih lanjut terhadap pasal ini, sehingga untuk menguraikannya mengacu 
pada ketentuan umum dan doktrin hukum pidana. Menurut ketentuan umum dan  
doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” didasarkan 
pada Memorie van Toelichting Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan Crimineel 
Wetboek 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1915, 
dimuat antara lain bahwa kesengajaan  itu adalah dengan sadar berkehendak untuk 
melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op de een 
bepaald misdrijf). Mengenai Memorie van Toeliching ini, Prof. Satochid Kartanegara 
mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en weten(dikehendaki dan 
ketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus 
menghendaki (willen) perbuatan itu  serta harus menginsafi atau mengerti (weten) 
akan akibat dari perbuatan itu.” Kesengajaan tersebut ditujukan  atau meliputi pada 
perbuatan –perbuatan yang dilarang Undang-undang dalam hal ini yaitu melakukan 
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kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk; 
Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang  dalam pasal ini 
bersifat alternative yang meskipun berbeda kualifikasinya namun diberikan ancaman 
hukuman yang sama, yaitu : 
1) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa, bahwa 
pengertian  memaksa menurut W.H.Koster Henke-van‟t Hoff, 1939:142 
adalah harus dilakukan  dengan kekerasan atau ancaman, sehingga orang yang 
dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan apa yang diperintahkan 
kepadanya, sedang kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau 
kekuasaan secara tidak sah (onrechtmatig gebruik van kracht of macht) 
2) Melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, disebut juga 
“akal cerdik”, adalah suatu tipu daya yang demikian liciknya, sehingga 
seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat telah 
terpenuhi dengan adanya kelicikan, seperti pengingkaran pada suatu keadaan 
yang sebelumnya diakui seperti kelicikan itu nyata ketika terjadinya 
pengingkaran itu. Sedangkan “rangkaian kebohongan” adalah suatu kata-kata  
bohong sedemikan rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita suatu 
yang seakan-akan benar adanya; 
3) Membujuk, dapat dilakukan dengan kata-kata seperti dalam kamus tetapi 
dapat dilakukan dengan sikap perbuatan yang dapat membuat seseorang 
terlena/terbuai sehingga seseorang tersebut bersedia diajak melakukan 
persetubuhan seperti membelai, mendekap seseorang dengan penuh rasa kasih 
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sayang lebih-lebih orang tersebut mencintai akan membuat orang itu mau 
diajak melakukan persetubuhan, jadi tanpa harus mengeluarkan sepatah kata 
apapun seseorangakan dapat terbuai apalagi si korbannya masih remaja yang 
labil pemikirannya atau orang yang tuna grahita. Membujuk secara tekhnis 
juga dapat dipenuhi dengan adanya pemberian berupa uang maupun barang 
tertentu; 
Menimbang, bahwa meskipun ketiga kategori perbuatan tersebut dapat diancam 
dengan Pasal yang sama dalam Undang-undang ini, namun Hakim berpendapat 
bahwa kategorisasi tersebut mempunyai nilai yang signifikan dalam hal penjatuhan 
pidananya dengan alasan bahwa ketiga kategori itu memiliki sifat dan makna 
pencelaan yang lebih berat satu dengan yang lainnya; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa awal kejadian 
saat itu Anak Pelaku pulang dari memperbaiki pematang sawahnya dan melihat Anak 
Korban dan perempuan Hirnawati alias Imma Binti Usman  sedang main dikebun, 
kemudian Anak Pelaku menghampiri keduanya dan melihat perempuan Imma 
membawa handphone tersebut, sehingga timbul niat Anak Pelaku untuk meminjam 
handphone tersebut. Setelah Anak Pelaku membuka handphone ia menemukan film 
porno yang ada dalam handphone dan menontonnya bersama-sama dengan Anak 
Korban dan perempuan Imma. Setelah menonton film porno tersebut Anak Pelaku 
mengajak Anak Korban untuk meniru adegan yang ada dalam film porno itu dengan 
mengatakan “ ayo main gocok-gocok Juwita seperti yang ada dalam film tersebut”, 
dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celananya dan menyuruh untuk baring 
di bale-bale, setelah itu Anak Pelaku meraba-raba alat kelamin Anak Korban 
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kemudian memasukkan jari tangan kanannya, selanjutnya Anak Pelaku membuka 
resleting celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah tegang dan 
mengarahkan ke alat kelamin Anak korban dengan cara mengangkang kaki Anak 
Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, 
perbuatan Anak Pelaku berhenti karena Anak Korban berteriak kesakitan dan Anak 
Pelaku menutup resleting celananya serta meninggalkan Anak Korban dan 
perempuan Imma di bale-bale dalam kebun; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “dengan 
sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” telah terpenuhi 
menurut hukum yaitu dalam kategori sebagai “membujuk”; 
c. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 
terhadap anak; 
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala 
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu 
dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sedangkan yang dimaksud dengan “anak di 
bawah umur” menurut KUHP adalah seseorang yang umurnya belum 15 (lima belas) 
tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk 
dikawin. Pengetahuan terhadap umur atau belum patut kawin anak ini bersifat 
subjektif-terukur dalam pengertian bahwa si pelaku tidak harus benar-benar 
mengetahui dengan tepat, melainkan cukup apabila secara patut ia dapat menduganya 
atau memperkirakannya berdasarkan ciri-ciri fisik dan psikisnya. Sedang menurut 
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Undang-undang perlindungan anak: “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa setelah menonton film 
porno tersebut Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk meniru adegan yang ada 
dalam film porno itu dengan mengatakan “ ayo main gocok-gocok Juwita seperti 
yang ada dalam film tersebut”, dan menyuuh Anak Korban untuk membuka 
celananya dan menyuruh untuk baring di bale-bale, setelah itu Anak Pelaku meraba-
raba alat kelamin Anak Korban kemudian memasukkan jari tangan kanannya, 
selanjutnya Anak Pelaku membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat 
kelaminnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke alat kelamin Anak korban 
dengan cara mengangkang kaki Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke 
dalam alat kelamin Anak Korban, perbuatan Anak Pelaku berhenti karena Anak 
Korban berteriak kesakitan dan Anak Pelaku menutup resleting celananya serta 
meninggalkan Anak Korban dan perempuan Imma di bale-bale dalam kebun. Bahwa 
akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami robekan pada selaput 
dara, sebagaimana Visum Et Repertum No.46/IV/2014/Rumkit tertanggal 22 April 
2014 yang ditanda tangani oleh dr.Mauluddin M,Sp.F. Dokter Spesiallis Forensilk 
Rumah Sakit Bayangkara yang telah melakukan pemeriksaan pada diri saksi korban 
Juwita Binti Dwi Sudarto pada tanggal 21 April 2014. Adapun Anak Korban bernama 
Juwita Binti Dwi Sudarto pada saat kejadian baru berumur 4 (empat) tahun; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur dalam dakwaan 
primair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, sehingga untuk dakwaan-
dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; 
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Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak tersebut telah terbuktisecara sah menurut 
hukum dan selama prses persidangan berdasarkan bukti-bukti yang cukup (bewijs 
minimum) telah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kesalahan Anak 
tersebut, sehingga terhadp si Anak itu harus dinyatakan bersalah melakukan tindak 
pidana „Dengan Sengaja Membujuk Anak untuk Berbuat Cabul”sebagaimana diatur 
dalam Pasal 82 Undang-undang  Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak dalam dakwaan primair Penuntut Umum 
Menimbang, bahwa selama prses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim 
tidak menemukan adanya alasan-alasannya yang dapat dipakai sebagai alasan 
pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya di Anak 
harus dijatui hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya 
itu; 
Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa maka 
perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa; 
1. Anak tersebut bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya 
sehingga memperlancar jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan 
berjanji untuk tidak mengulanginya lagi; 
2. Anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah dan besar harapan untuk 
memperbaiki sifat dan perilakunya 
3. Bahwa orang tuanya mendukung agar anak diberikan bimbingan dan pelajaran 
agar dapat menyadari dan memperbaiki sifat dan perilakunya 
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Menimbang, bahwa terkait pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidak 
sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri anak yang 
bersangkutan berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, 
perbuatan Anak tersebut meskipun tergolong tindak pidana yang serius (melanggar 
Undang-undang Perlindungan Anak), namun tidak sampau pada kategori yang 
membahayakan masyarakat karena baru pertama kali dan tidak disertai dengan 
kekerasan.Selain itu juga, Hakim berpendapat masih cukup upaya-upaya lain diluar 
perampasan kebebasan yang dapat dijatuhkan, sehingga pidana penjara sebagai 
ultimum remidium belum cukup beralasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini. 
Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mempertimbangkan  saran Petugas 
Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Makassar juga agar Anak 
mendapatkan bimbingan untuk perubahan perilaku dan mental Anak di LPKA dan 
pendapat dari Anak yang bersangkutan dan orang tuanya dengan pertimbangan-
pertimbangan sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa upaya perlindungan anakk perlu dilaksanakan sedini 
mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan 
belas) tahun, berkonsepsi pada tumbuh kembang anak secara utuh, menyeluruh dan 
komprehensif karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita 
perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat yang 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan 
sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
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Menimbang, bahwa Prinsip perlindungan  hukum terhadap Anak harus sesuai 
dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Ringts of the Chlid) yang telah 
diratifikasi leh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomr 36 
tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Ringts of the Chlid(Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak). Olehnya itu, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak  dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang 
berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang 
masih panjang serta member kesempatan kepada Anak agar melaui pembinaan akan 
diperoleh jati dirinyauntuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan 
berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan 
demikian, perlu adanya perubahan paradigm dalam penanganan Anak yang 
berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, 
pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus 
terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; 
Menimbang, bahwa Pasal 11 Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak misalnya menentukan agar usaha kesejahteraan bagi anak secara 
umum terdiri atas usaha pembinaan,pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi. 
Usaha lesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat 
dilaksanakan baik di dalam maupun diluar Panti. Lebih khusus lagi bagi Anak yang 
berhadapan dengan hukum Pasal 64 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak dilaksanakan melalui; 
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a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak 
anak; 
b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; 
e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang 
berhadapan dengan hukum; 
f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau 
keluarga; 
g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk 
menghindari labelisasi; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan anak tersebut 
mengajak  Anak Korban untuk melakukan hubungan badan sebagaimana adegan 
porno yang mereka tonton bersama-sama dari sebuah handphone dank arena Anak 
Korban menangis kesakitan pada saat Anak Pelaku memasukkan ke dalam kemaluan 
Anak Korban maka Anak Pelaku menghentikan perbuatannya dan meninggalkan 
Anak korban. Akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, Anak Krban mengalami 
trauma ada kemaluannya namun tidak ada tanda-tanda kehamilan; 
Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut orang tua krban telah 
memaafkan perbuatan Anak Pelaku dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah 
yang terjadi karenakurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya. Selain 
itu juga dari pihak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan atau 
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perbuatan pidana lainnya dan akan meningkatkan pengawasan dan pembinaan 
terhadap yang bersangkutan; 
Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 
77 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Hakim Pengadilan Negeri 
Sungguminasa menjatuhkan pidana berupa Pengawasan atas diri Anak tersebut yang 
lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; 
Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak 
tersebut terdapat kumulasi pidana penjara dengan denda  dan ancaman minimum 
khusus, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) jo Pasal Pasal 79 ayat (3) Undang-
undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja 
sedangkan ancaman minimum khusus tidak berlaku bagi anak; 
Menimbang, bahwa untuk tempat pelatihan kerja mana Anak tersebut akan 
menjalaninya, dikarenakan kurangnya informasi bagi Hakim akan tempat, minat dan 
bakat dari Anak yang bersangkutan, maka untuk penentuan hal tersebut akan 
dikoordinasikan oleh Penuntut Umum dan Petugas Kemasyarakatan yang 
bersangkutan dengan lembaga-lembaga pelatihan dimaksud; 
Menimbang, bahwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan 
berupa: 1 (satu) lembar baju kaos warna pink bergambarkan kartun perempuan dan 1 
(satu) lembar celana kaos panjang warna pink milik Anak Korban meskipun 
mempunyai nilai ekonomis tertentu bagi pemiliknya, namun mengingat kemungkinan 
dapat menimbulkan ingatan akan trauma kejadian tersebut terhadap Anak Korban dan 
keluarganya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan; 
82 
 
Menimbang, bahwa karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, 
maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang 
pembayarannya ditanggungkan kepada kedua orang tua atau walinya yang 
mendampingi di persidangan; 
Memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 atas 
perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, 
Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan lain 
yang sangkutan; 
MENGADILI: 
1. Menyatakan Anak yang bernama Wahyu alias Muh.Nurwahyu terbukti 
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan 
sengaja membujuk anak untuk berbuat cabul”. 
2. Menjatuhkan pidana pengawasan kepada Anak yang bernama Wahyu alias 
Nurwahyu untuk ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum, selama 
1 (satu) tahun serta memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan 
untuk melakukan pembimbingan selama masa pengawasan tertentu; 
3. Menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda oleh 
karena itu selama 6 (enam) bulan yang tepat dan bidangnya dikoordinasikan 
oleh Penuntut Umum dan Pembimbingan Kemasyarakatan sesuai dengan 
minat dan bakat Anak; 
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna pink 
bergambarkan kartun perempuan dan 1 (satu)  lembar celana kaos panjang 
warna pink milik Anak Korban dirampas untuk dimusnahkan; 
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5. Membebankan kepada orang tua Anak tersebut untuk membayar biaya 
perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); 
D. Analisis Penulis  
Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karenanya, bagi masyarakat yang tengah 
berhadapan dengan hukum mengharapkan sosok hakim yang dapat menciptakan 
keadilan bagi mereka.  
Hakim dalam menangani proses persidangan menuangkan analisisnya dalam 
Putusan. Dalam putusan, hakim merujuk pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
yang merupakan dasar pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan terhadap suatu 
tindak pidana. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari 
apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. 
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan 
wawancara namun tidak melakukan wawancara langsung dengan hakim yang 
memutus perkara ini, hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak berada ditempat 
dan sulit di hubungi. Penulis hanya melakukan wawancara dengan salah satu hakim 
di Pengadilan Negeri Sungguminasa yang pernah menangani perkara anak, yaitu 
Amiruddin
4
, untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim 
dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap anak. Beliau memberikan 
gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan menyatakan bahwa: 
                                                             
4
Amiruddin (35 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, 03 maret 2017.  
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Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempertimbangkan hal-hal 
seperti keterangan para saksi dan terdakwa, surat dakwaan, tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum dan sebagainya. Semua itu membutuhkan perhatian dan 
membutuhkan kejelian dalam menggali fakta-fakta sehingga hakim 
dapatmemperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagisemua 
pihak. 
Dalam kasus yang diteliti oleh Penulis, menurut Penulis bahwa surat dakwaan 
yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam 
Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh 
penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus 
memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang 
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. 
Dalam dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, jaksa 
menggunakan dakwaan subsidair, yaitu pertama primair Pasal 82 Undang-undang  
Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-
undang  Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) 82 Undang-undang  Republik 
Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Kemudian, dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat 
bahwa unsur pasal yang terpenuhi dalam dakwaannya tersebut adalah dakwaan kesatu 
primair yaitu Pasal 82 Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan 
posisi kasus disertai dengan alat bukti yang sah seperti keterangan saksi-saksi, 
keterangan terdakwa, alat bukti surat yakni Visum Et Repertum serta petunjuk-
petunjuk yang didapatkan selama persidangan berlangsung yang bila semuanya saling 
dihubungkan ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur 
dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Maka penulis berpendapat 
bahwa dasar penerapan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan Nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa, yakni dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah tepat mengingat perbuatan yang 
dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana. 
Maka tugas selanjutnya seorang Hakim adalah menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan agar dalam putusan 
tersebut tidak menimbulkan pidana yang berat sebelah atau ketidakadilan bagi salah 
satu pihak yang berperkara. 
Setelah mempertimbangkan mengenai fakta-fakta yang terungkap 
dipersidangan disertai dengan alat bukti yang telah di sebutkan diatas maka 
memberikan keyakinan kepada hakim bahwa Muh. Nur wahyu adalah pelaku dari 
tindak pidana pencabulan. 
Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut maka hakim juga harus 
mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang 
meringankan terdakwa, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusannya. Faktor yang meringankan merupakan refleksi dari sifat baik 
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yang dimiliki oleh terdakwa pada saat persidangan berlangsung dan faktor yang 
memberatkan merupakan refleksi dari akibat dari perbuatan terdakwa. 
Namun berdasarkan putusan yang diteliti oleh penulis putusan nomor 
02/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Sungguminasa, hakim hanya mempertimbangkan hal-hal 
yang meringankan terdakwa dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang 
memberatkan, sedangkan sifat perbuatan terdakwa bukan saja perbuatan yang 
melanggar norma hukum, namun juga melanggar norma agama, norma kesopanan 
dan norma kesusilaan. Begitupula dalam hal terdakwa memiliki hubungan yang dekat 
dengan korban karena terdakwa merupakan tetangga korban maka seharusnya 
terdakwa yang melindungi korban. Maka hakim hendaknya mempertimbangkan hal-
hal yang memberatkan tersebutagar pertimbangan hakim menjadi lebih seimbang dan 
tidak memihak. Karena berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP bahwa surat 
putusan pemidanaan harus memuat keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa. Jika tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal 197 ayat 1 
KUHAP maka putusan hakim batal demi hukum. Hal tersebut mengacupada 
ketentuan Pasal 197 ayat 2 KUHAP “tidak terpenuhinya ketentutan dalam ayat 1 
huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan batal demi hukum”. 
Penjatuhan pidana akan mencapai suatu tujuan hukum yang sebenanya, jika 
seorang hakim jeli dalam menanggapi suatu kasus yang ditanganinya. Namun tidak 
sepertti kasus yang diteliti oleh penulis, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal 
mengenai tindak pidana yang dilakukan yang merupakan tindak pidana yang berat 
karena merupakan tindak pidana yang melanggar kesusilaan dan juga merupakan 
perbuatan yang meresahkan masyarakat, karena akan menimbulkan rasa khawatir 
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bagi mereka utamanya bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur. 
Seharusnya seorang hakim mempertimbangkan mengenai hal tersebut sehingga 
dalam menjatuhkan putusan, penjatuhan pidananya dapat sesuai dengan tindak pidana 
yang di lakukan sehingga memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak yang tengah 
berperkara. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Dasar penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan 
yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 02/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Sungguminasa) telah sesuai dengan Perundang-undangan yang 
berlaku karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 82 
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, terdapat kekeliruan 
karena didalam putusan hakim tidak mempertimbangkan mengenai hal-hal 
yang memberatkan terdakwa dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang 
meringankan, sehingga berdasarkan Pasal 197 ayat (2)  KUHAP dapat 
mengakibatkan putusan ini batal demi hukum, begitupula dalam hal 
penjatuhan pidana yaitu berupa pidana pengawasan selama 1 (satu) tahun 
terhadap terdakwa juga terdapat kekeliruan hakim, karena hakim tidak 
mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa. 
B. Implikasi  
1. Bagi Peneliti 
Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah  
pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 
khususnya gambaran pengetahuan  terhadap pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 
anak. 
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2. Bagi Institusi 
Agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi dan referensi keilmuan dalam hal pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 
anak.. Diharapkan hasil penelitian ini tidak dianggap sebagai pajangan 
nantinya, atau sekedar dilihat sebagai dokumen yang tidak penting. Sama 
halnya dengan hasil penelitian sebelum-sebelum kami, saya harap ada solusi 
untuk penyimpanan hasil penelitian  ini agar nantnya dapat berguna bagi 
orang banyak. 
3. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan  
sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan untuk meningkatkan  
khazanah keilmuan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak., penulis 
mengharapkan agar masyarakat tidak terpengaruh untuk melakuka suatu 
tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan 
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